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01.Kajian ini sangat penting, tenrtame urrtuk tiga hal. Pertam, dspat rnenjawolb 
yang d a n g  be&~ktn di tingkat kabupaten dahm pengetohan hub& 

tmtrtma ditinjw dari perkembangan peraturan daemh (perda) yang 
pembuatannya dil&uhn atas inisiatif multi pihak ( m j m  i). Kedtra, dapat 
menjawab menmaa pmes-proses y m g  telh krjalan sdama ini belum dapat 
mewjudkan Ian&& dperasimaj yang efektir (tujuan ii, iii, iv) . Keliga, 
elaiaran yang d w  diiambil dari penjelasa pertama dan kedua, terutama 
mtuk menatukan Iangkah tidak dari apti yang sedmg berjalaa di tempat studi 
ini dilakukan d m  pengetd~uan bagi kegiatan serupa di tempt lain (t~tjuan v 

02. Studi ini [elah m e n d ~ p s i k m  ketiga ha1 di atas. Yang kiranya dapat 
dilakukan untuk memp&jm inhmai dari hui! studi ini aBaIah mmperkuat 

03. Lingkup masukan ini Isbib meli hat oubtansi y ang dimggap petlhg untuk dapat 
diungkap darf basil studi inj dan tidak mernberi masukm terhaderp kerangka isi 
l ap ran  maupun kesalahm Le~iWsusunan krlirnat y m g  ditemui. 

h l b b  -qpm drmn Implemcatasi Kebijakan 

O 1. S e c m  umum un tuk mengarah km perilrtku pelaku-pel aku di bidang kchutanan 
&pat d i l a k u '  melalui empal sspek. yaitu: 1/. pendekatan hukum (pemturan), 
2 mekanisme pasar termasuk insentif, 3J. meningkatkm kemampuan 

. menjalankan sesuatu yang diperlukan, dan 4/. memperkuat nilai-nilai yang 
telah ada amu membangun nilai baru sebagai landma I&& tindak, lrri - 

sejalan dengan refeansi dwri Pretty ( 1990) yang diwngkap dalam shdi ini (ha1 
158). Pengembangan kebijakan (sebagw i "wsep" untuk mngobati "pen yakit") 
perlu memperhatikan krilpat 8spk di atas. kraturm, hanga satah satu yang 
diperlukan. Disamping ih, dalam pembuatan dm implementasi kebjj&an 
dipdukan in Eomssi dm pengetahustn untu k men yambungkan pengetttian, 
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pemikiran, diskursus, dari berbagai pihak dalam pembuatan dan implementasi 
kebijaksm, sehingga terbangun argumen yang kuat dan p ihak-pihak mempunyai 
pengertian mendalam tentang argumen tersebut. Dalam konteks ini d iperlukan 
pula mekanisme transaksi yang memerlukan leverage. waktu. momentum, 
tekman, termasuk kejadian-kejadian (mungkin juga tragedi) yang diangkat ke 
permukaan sebagai dasar transa ksi . 

02. Secara umum lingkup "Pengembangan dm Implementasi Kebijakan" dalam 
kajinn ini adalah evaluasi pernbuatan Perda dan implementasinya. Dengan kata 
lain, lebi h berfokus pada pendekatan hukum. Dengan demikian, meskipun 
terdapat beberapa rekomendasi y ang menyangkut keterbu knan. komitmen. 
birokrasi, namun belum didasarkan pada penjel asan mendatarn terhadap soal- 
soal terakhir itu. Untuk seluruh lokasi (kabupaten) dalam studi ini perlu 
disampaikan secara spesi fik apa rnasalah pokok yang berkai tan dengan 
keempat aspek di atas (butir 01). Apabila sudah ditetapkan masing-masing 
masalah pokoknya. &pat ditelaah lebih jauh. apakah masalah pokok tenebut 
secara konseptual dapat diselesaikan oleh Perda yang ads. Atau, apakah isi 
Perda mencakup rnasalah-masalah pokok yang telah ditetapkan. 

03.Yang disebut sebagai faktor "ghoiblpolitik" (ha1 57) perlu dijadikan faktor 
penting yang dapat dideskripsikan dalarn studi ini. Policy narrative dan 
diskursus (Rebeca Sutton, 1999 paper pernah saya sampaikan), menjadi salah 
satu rujukan u11t uk meneropong soat-soal ini. Dalam pandangan Su t ton 
tersebut, bjsa j adi sebagian penggiat kebijakan termasuk ke dalarn episiemic 
community yaitu kelompok dari luar pernerintahlpemda sebagai pembawa 
pengamh, yang dapat ~nempunyai hu bungan erat (di kabupaten tertentu) atau 
tidak (di ka bupaten IainlNTT). Yang perlu disalnpaikan adalah: bni k untuk 
yang mempunyai hubungan erat maupun tidak. bagaimana transaksi-traksaksi 
yang selama ini beljalan. Untuk bahan pembelajaran dapat di kemukakan 
mengapa hubungnnnya kuat dan Inengapa lemah. Transaksi antara pernda dan 
kelompok epistemic cclmmzlnity - untuk pengembangan dan i mplementasi 
kebijakan dapat diarahkan pada t ingkat adopsi pemikiran-pemiki ran pokok 
yang dipajuangkan unruk kepentingan masyarakat adclt dan lokal lainnya oleh 
Pemda. Pengetahuan mengenai transaksi ini berguoa untuk men-jelaskan 
mengapa mesk ipun sudah ada Perda tetapi tetap tidak mendorong terjadin ya 
perubahan di lapanpan. Adanya Perda baru sebenarnya membentuk ni lai-nilai 
baru, yang perlu dieval uasi keberadaannya. 

04. Sejauh ini, pada umumnya. pengembanganlpembuatan kebijaka~l evaluasirl y a 
d ipisahkan dengan i~nplementssi kebijakan. Para anelis kebijakan pada 



umurnnya memberi atasan-alasan secara terpisah untuk mengevaluasi 
keduanya. seolah-olah antara pembuatan dan implementasi kebijakan tidak 
berkai tan satu dengan lainnya. Pelaksanaan evaluasi demikian itu melnpuny ai 
dua kelemahan. Perfama. suatu irnplementasi tidak han y a tergantung ndanya 

FL 
1-  3 peraturanlhukurn, tetapi juga ada faktor lain (empat aspek dalam butir 01). 

Yang tidak disebut biasnnya adalah apakah dalam pembuatan kebijakan juga 
mempertim bangkan aspek-aspek lain t ersebu t . Kedua. kelemahan 
irnplementasi dapat dijelaskan oleh isi kebijakan itu sendiri. Biasanya, secara 
eksplisit atau irnplisi t. pelaksanaan suatu kebijakan mempunyai hambatan yaog 
perlu diselesaikan sebagai prasynrat atau pendukung. Apabita kegintnn ini tidak 
dilaksanakan. ~naka kebijakan t ida k akan berjalan. 

Sutton (1999) memberi istilah pintu darurat (escape harches) yang 
menyebabkan pemisnhan atau dikotomi antara pembuatan dan irnplementasi 
kebijakan. Pembuat kebijakan cenderung melempar persoalan implementasi 
kepada pihak lain - sebagai upaya "melarikan diri", padahal kelemahan 
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imple~nentasi kebijakan juga disebabkan oleh isi maupun proses pembustan 
kebijakan. Dalam studi ini akan sangat baik apabila dikemukakan secam 
eksplisit, apa keiemahan pembuatan kebijakan (isi dan proses) yang 
menyebabkan letnnh daIam implementasinya. lnforrnasi ini sangat bergma 
bagi semua pihak ynng sedang berinisiatif dnlam pembuatan kebijakan. 

Pandangan "Pusat" 

05. Untuk memberi "arti" lebih tajam atas hasil wawancara dengan "pusat" (ha1 
138 145) dapat disarikan: pandangan pusat ( tdk lnasalah sepnojang sesusli 
perUUan) parrdangan kabupaten - pandangan UPT pandangan DPRD. 

D-, : Dengan adanya berbagai masalah yang ada di daerahllapangan, ~nungkin dapat 
dihasilkan pokok-pokok yang menjadi perhatian "pusat" bagaimana perUUan - yang ada saat ini (semestinya) di-jalankan. Isu yang dapat diangkat antara lain 

- bahwa persoalan lernahnya letn baga masy arakat adalah juga menjadi 
I 

tanggungjawab pemerin Wpemda. Maka program penguatan l embaga 
masyarakat oleh petnerintah/pemda perlu ada dan disinkronkan dengan 
aktivitas yang adn di lapangan. 

Kerniskinan dan Kerusakan Hutan 

I O6.Tidak mudah untuk menyahkan bahwa kcmiskinan sebagai penyebab 

kerusakan hutan (ha1 147). karena kerniskinan dapat menjadi independen1 atau 
dependen1 variable. Permasalahan kebijakan pelnbangunan merupakan akar 

L. penyebab kcrusakan ekosiste~n (sum berdaya o tam dm tingkungan hidup) 
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sehingga rnenimbulkan krisis ekologi. Pada gilirannya. krisis ekologi bermuara 
pa& tiga ha1 utama: kelangkaan sumberdaya. bencana lakal dan pembnngunan. 
s a t a  konflik' wilayah hidup - ketiganya bisa berkaitan atau terjadi secara 
terpisah. Bencana (bmjir dan longsor. misalnya) dm kanfli k wilayah hidup 
biasanya menimbul kan kerusakan ekosistem lebih jauh, sehingga 
memperburuk krisis ekologi yang ada. Demikian pula setenlsnya. Dalam 
diskursus tentang kegagalan kebij akan pernbangunan dikenal istilah "siklus 
melingkar akurnulnsi rnasalah yang terus berputar" untuk menggambatkan 
kaitan kerniskinan struktural dan kerusakan sum berdaya alam. Si klus tersebut 
dissjikan pada Cam ba r 1. 

I 
KETERBATASAN 
SUMBERDAYA 

ALAM BAG1 
MASYARAKAT 

KEBLJAKAN PEMANFAATAN 
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KOH FLIK 
SOSl A t  

KERUSAKAN ' LIUYBERDAYA 
AURA 

J 

Gambar I .  Sililus Melingkar Akumulasi Masalah 

Peran Yartisipasi Para Piha k 

O7.Dalam ha1 bagi hasil yang timpang (ha1 40) atau sistern bagi hasil yang 
menjadi kepentingan masyarakat tidak diako~nodir (ha1 1 59) dalam Perdu N o  
1 012003, perlu ditegaskan apakah ini akibat dari Iemahnya proses partisipasi 
para pihak (ha1 159) atau akibat manufer politik di DPRD (ha1 40). Apabila 
yang te lah berjalan selama ini. proses partisipasi para pi hak ~nerupakan 
konsolidasi satu front tertentu tanpa menyertakan atau sounding dengan tokoh- 
tokoh DPRD. maka manufer politik di DPRD tidak &an terdeteksi. Dari sini 
dapat terlihat bahwa proses partisipasi para pihak untuk tingkat tertentrl adalah 
proses pol it ik. Adalah suatu kenyataan bnhwa DPRD (dan pemerintahlpemda) 

I Disini perlu dijeladan h h w a  sebagian besar konflik horiza~~rnl dan vertikal yang akhir-iikhir ini riiarak 
lerjadi juga berkaitan dengar) perebutan sumberdayn dan ruang. Konflik tersebut berpote~~si mrlestarikan 
krisi s ekologi dan bencana penbangunan. 
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mempuny ai kepentinpan tertentu. yang t idak boleh hanya disesal kan. Karena 
ha1 demikian ini adalnh suatu kenyataan. maka pengalaman demikian ini 
sangat penting dm perlu sarnpai kepada masyarakat peserta dan pihak-pi hak 
pada umumnya. Bukan hanya soal kalah-menangnya, tetapi juga sebagai 
pendidikan polit ik y ang mungkin dapat membangki tkan semangat 
berorganisasi. Apakah tidak aktifnya Forum yang telah terbentuk diakibatkan 
oleh lemahnya kesadaran politik ini, atau ada ha1 lain yang lebih mendasar? 

Penutup 

08.Ringkasan diperlukan dalam lapornn ini. Disarankan substansi ringkasan 
diperoleh dari sub bab 4.5 f ha1 146 162) yang diringkas dan ditnjamkan. 
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